BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik

kesimpulan penelitan sebagai berikut:

1. Terdapat nilai-nilai kemajemukan Bangsa Indonesia yang dapat
dijadikan sebagai dasar pengembangan Asas Hukum Waris di
Indonesia. Adapun berdasarkan hasil penelitian nilai-nilai
kemajemukan bangsa Indonesia yang dapat menjadi dasar
pengembangan Asas Hukum Waris Nasional adalah:

a. Nilai Kekeluargaan;
b. Nilai Kompromi;
c. Nilai Adaptif.

2. Mengenai pokok-pokok pengaturan Hukum Waris Nasional yang
dapat memperhatikan kemajemukan nilai dalam masyarakat
Indonesia, Pertama, Hukum Waris Nasional mengakomodir asas
umum yang diperoleh dari dan dapat diterima oleh ketiga Hukum
Waris yang berlaku (Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam dan
Hukum Waris Perdata) yakni:

1. Asas Bilateral

2. Asas Penderajatan
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Selanjutnya Kedua adalah mengenai prosedur penyelesaian
sengketa waris diutamakan dilakukan melalui tahapan sebagai
berikut:

Tahapan pertama menyelesaikan kasus pewarisan dengan
mengutamakan  Nilai ~ Kekeluargaan  untuk  mendapatkan
penyelesaian pembagian warisan yang terbaik bagi tiap keluarga
dengan melalui pembagian warisan yang disepakati dengan jalan
damai berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Tahapan kedua, apabila para pihak tidak dapat menyelesaikan
kasus tersebut di tahap pertama, maka para pihak dapat melakukan
Pilihan Hukum (choice of law) untuk menentukan hukum waris
mana yang akan diberlakukan dalam penyelesaian kasus waris.
Disinilah dibutuhkan adanya pengembangan Hukum Antar Tata
Hukum (HATAH) yang khusus diberlakukan dalam Hukum Waris,
serta pengaturan kewenangan pengadilan dalam penyelesaian kasus

waris.

5.2. Saran
Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka dapat diajukan beberapa
saran penelitian sebagai berikut :
1. Disarankan kepada Lembaga Eksekutif dan Legislatif agar segera
melakukan proses pembentukan hukum waris nasional, karena
pengaturan hukum waris yang saat ini berlaku, masih majemuk dan

mendasarkan diri pada penggolongan penduduk menurut peraturan
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kolonial. Sedangkan di lain sisi, perundang-undangan nasional telah
melarang pembedaan warganegara berdasarkan suku, ras, etnis dan
agama. Selain itu peraturan yang berlaku telah menghapuskan
pembedaan golongan dalam akta kelahiran.
. Disarankan kepada Lembaga Eksekutif dan Legislatif agar dalam
pembentukan Hukum Waris Nasional, sebaiknya memperhatikan dan
menghormati kemajemukan nilai yang ada dan hidup dalam Bangsa
Indonesia, yaitu :

1. Nilai Kekeluargaan;

2. Nilai Kompromi;

3. Nilai Adaptif.
karena kemajemukan Bangsa Indonesia baik dari suku, agama dan etnis
tidak dapat diabaikan, terutama terkait permasalahan pewarisan yang
bersifat sensitif. Dengan demikian pembentukan hukum waris nasional
tetap dapat menghormati kemajemukan Bangsa Indonesia.
. Disarankan kepada para praktisi hukum untuk memperhatikan
kemajemukan nilai bangsa Indonesia dalam menjalankan tugas dan
jabatannya, baik berkedudukan sebagai hakim dalam memutuskan suatu
perkara waris, atau berkedudukan sebagai pengacara yang melakukan
pembelaan dan/atau penyelesaian kasus waris klien dan berkedudukan
sebagai notaris dalam pembuatan Keterangan Hak Waris. Hal ini
disebabkan karena kemajemukan nilai tersebut senyatanya memang ada

dan hidup serta menjiwai Bangsa Indonesia.
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4. Disarankan kepada masyarakat yang sedang menghadapi masalah warisan
agar lebih memperhatikan kemajemukan nilai seperti Nilai Kekeluargaan
dan Nilai Kompromi yang berlaku umum dan hidup dalam Bangsa
Indonesia serta tahapan penyelesaian sengketa waris. Hal ini dikarenakan
kemajemukan nilai yang ditemukan dalam penelitian ini tetap ada dan
hidup serta menjiwai bangsa Indonesia.

5. Disarankan kepada para akademisi untuk melakukan penelitian lebih
lanjut dari hasil penelitian ini, guna mencari formulasi atas substansi
Hukum Waris Nasional yang bersumber pada kemajemukan nilai dan
pokok-pokok pengaturan yang telah ditemukan dalam penelitian ini,
karena kemajemukan nilai dan pokok-pokok pengaturan di atas
memerlukan pengaturan lebih jauh dalam substansi berbagai aturan
sebagai pelaksanaan dari berbagai nilai dan asas yang ada untuk dapat

dilaksanakan kepada seluruh warganegara Indonesia.
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